GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG

Menimbang

Mengingat

Loa.

i

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 36 Tahun 2015;

bahwa untuk efektivitas pemungutan pajak daerah, maka
perlu untuk mengubah Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor S0 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan  Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 5679);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri
D);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal |

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2014 Nomor 04 Seri B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri B),
diubah dengan menambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (6) , ayat (7) dan
ayat (8) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 5

(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan
sebesar 5% (lima persen).

(2) Para Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib
memungut dan menyetorkan hasil pungutan PBB-KB ke Kas
Daerah dan memberikan laporan volume penjualan bahan bakar
minyak kepada Kepala Dinas setiap bulan.

(3) Pemungutan PBB-KB yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan
pada saat penyerahan produk Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor dengan dicantumkan pada setiap Surat Perintah
pengeluaran barang (Delivery Order/DO).

(4) Selain dari PT. Pertamina (Persero) sebagai pemungut PBB-KB,
badan lainnya dapat ditunjuk sebagai pemungut dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas.

(5) Persyaratan untuk setiap permohonan Wajib Pungut (WAPU)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diniagakan di
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai
berikut:

Surat Permohonan sebagai Wajib Pungut;

Akte Pendirian Perusahaan;

Surat Izin untuk Perdagangan (SIUP);

Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Surat Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga

Terbatas;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak;

g. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi tentang Nomor Registrasi Usaha (NRU) Niaga
Umum Bahan Bakar Minyak.

opoop

&

(6) Pemungutan PBB-KB bagi para Penyedia Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang belum tercatat sebagai Wajib Pungut
(WAPU) dan dikemudian hari berkeinginan baik untuk
melakukan pelunasan pembayaran PBB-KB, harus menyetorkan
hasil pungutan PBB-KB ke Kas Daerah kepada Kepala Dinas.

(7) Persyaratan penyetoran hasil pungutan PBB-KB sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
a. Pernyataan pengakuan utang PBB-KB yang telah lalu kepada
Kepala Dinas;
b. Perhitungan PBB-KB yang telah lalu;
c. Laporan Volume Penjualan Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang telah lalu. i

(8) Bagi para Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
belum tercatat sebagai Wajib Pungut (WAPU) dan dikemudian
hari berkeinginan baik untuk melakukan pelunasan
pembayaran PBB-KB harus ditetapkan sebagai Wajib Pungut
(WAPU).
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 September 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI B
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